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ABSTRAK

Metode pembayaran Paylater sama seperti pembayaran dengan
menggunakan kartu kredit, tetapi sistemnya berbeda yakni tidak adanya agunan dan
pendaftarannya online melalui aplikasi penyelenggara yang biasa disebut e-
commerce untuk menggunakan metode pembayaran ini. Dana yang didapatkan
penyedia dalam hal menyediakan metode pembayaran ini tentunya dari pihak lain
yang disebut pemberi pinjaman. Pembeli dengan metode pembayaran Paylater
disebut penerima pinjaman. Bagi penjual di aplikasi penyedia, metode pembayaran
Paylater dapat mempercepat penyelesaian transaksi dan peluang hit and run juga
kecil. Bagi pembeli, metode pembayaran ini memberikan keringanan karena tidak
harus langsung menggunakan dana pribadi untuk mendapatkan suatu barang/jasa
yang di beli dan wajib membayar tagihan tepat waktu dalam jangka waktu yang
telah disepakati. Namun sejatinya perlu ditelaah bagaimana sebenarnya
karakteristik hubungan hukum dalam penerapan Paylater sebagai metode
pembayaran transaksi elektronik di Indonesia. Dan bagaimana penyelesaian apabila
terjadi sengketa gagal bayar Paylater oleh penerima pinjaman.

Metode penelitian yaitu dengan menggunakan pendekatan normatif yaitu
mengkaji berbagai norma-norma aturan atau peraturan perundang-undangan yang
berhubungan dengan objek penelitian

Setelah dilakukan penelitian, diketahui bahwa karakteristik perjanjian yang
digunakan di dalam sistem pembayaran Paylater telah diatur dalam BW (Burgerlijk
Wetboek) adalah sebagai salah satu bentuk dari perjanjian inominaat. Perjanjian ini
adalah perjanjian baku. Perjanjian ini dipilih, dibuat secara kolektif dan massal,
untuk menghemat biaya maupun waktu. Perjanjian ini memang sudah biasa
digunakan di dalam dunia bisnis. Mengenai wanprestasi yang dilakukan, dapat
dilakukan penyelesaian sengketa baik jalur litigasi maupun non-litigasi sesuai
Undang-Undang yang berlaku. Untuk meminimalisir kerugian, para pihak dapat
mempertimbangkan manajemen risiko diawal.

Kata Kunci: Paylater, Peer to peer lending, Transaksi Elektronik
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ABSTRACT

Paylater's payment method is the same as credit card payment. Still, the
system is different in the absence of collateral and enrollment online through the
peer-to-peer lending services provider called e-commerce to use this payment
method. The funds provided to provide this method of payment are, of course, on
the other hand, called lenders, and paylater customers by the method of payment
are called a borrower. For sellers on the provider's application, paylater payment
methods can accelerate the transaction's completion, and hit and run opportunities
are negligible. This payment method may be effective for customers because it does
not have to direct personal funds to purchase an item and must pay the appropriate
bills within an agreed period. But it needs to be studied how actual characteristics
of legal relations are in the implementation of paylater as the method of payments
for electronic transactions in Indonesia. And how it will settle if a paylater loan
dispute fails effect from the borrower.

The research method is by using a normative approach that is examining
various norms of rules or regulations that relate to the object of research

After doing research, it is known that the characteristics of the agreement
used in the Paylater payment system that has been regulated in the BW (Burgerlijk
Wetboek) are one form of the inominaat agreement. This agreement is a standard
agreement. These agreements are selected, made collectively, and in bulk to save
costs as well as time. This agreement is already commonly used in the business
world. Regarding the default, dispute resolution can be carried out, both litigation
and non-litigation, under the applicable law. To minimize losses, the peer-to-peer
lending services provider can consider risk management in advance.

Keywords: Paylater, Peer to peer lending, Electronic Transaction
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